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ABSTRAK  

Berdasarkan perhitungan indeks ketahan pangan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional, Kabupaten Bogor memiliki 
nilai terendah di Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah lahan pertaniannya yang sebanyak 31% namun hal ini dinilai masih 
belum mampu meningkatkan nilai ketahanan pangan di daerah tersebut.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk 
menganalisis interaksi keterkaitan desa-kota di Kabupaten Bogor sebagai strategi dalam meningkatkan Indeks 
Ketahanan Pangan (IKP). Metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Adapun 
beberapa analisis deskriptif yang dilakukan salah satunya menggunakan analisis spasial. Dengan penggunaan analisis ini 
diharapkan dapat lebih menggambarkan interaksi hubungan desa-kota di Kabupaten Bogor khususnya dalam bidang 
pertanian. Kemudian penelitian ini menggunakan uji statistik dalam melihat korelasi antar variabelnya. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa hubungan desa kota di Kabupaten Bogor berpotensi untuk dilakukan namun belum berjalan 
optimal. Keterbatasan konektivitas antarwilayah, ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan pangan, serta 
dominasi interaksi pada aspek fasilitas dibanding distribusi pangan menjadi kendala utama. Sebagian besar desa 
mengalami defisit produksi pangan, sementara kawasan perkotaan bergantung pada pasokan desa meskipun unggul 
dalam fasilitas pendukung. Interaksi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan IKP. Oleh 
karena itu, penguatan sektor pertanian dan perlindungan lahan produktif perlu menjadi prioritas. Penelitian ini 
merekomendasikan penguatan hubungan desa–kota melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan untuk menciptakan 
ketahanan pangan yang merata dan berbasis potensi lokal. 

Kata Kunci : Desa-Kota, Ketahanan Pangan, Pengembangan Wilayah, Indeks Ketahanan Pangan, Lahan Pertanian 

 

ABSTRACT  
Based on the Food Security Index calculated by the National Food Security Agency, Bogor Regency holds the lowest 
score among all regions in West Java Province. Despite having 31% of its total area classified as agricultural land, this has 
not yet significantly contributed to improving the region’s food security.  This study aims to analyze the rural-urban 
interaction in Bogor Regency as a strategy to enhance the Food Security Index (FSI).  A quantitative approach is 
employed, utilizing descriptive analytical techniques. One of the descriptive methods applied is spatial analysis, which is 
used to better illustrate the interaction between rural and urban areas in the agricultural sector. In addition, statistical 
correlation tests were conducted to examine the relationships between variables. The analysis shows that the 
implementation of rural–urban linkages in Bogor Regency is feasible but has not been optimally. Major challenges 
include limited interregional connectivity, imbalance between food supply and demand, and the dominance of 
interactions in the form of facilities rather than actual food distribution. Most rural areas experience a deficit in food 
crop production, while urban areas depend on rural supplies despite having stronger supporting infrastructure. These 
interactions have not yet produced a significant impact on improving the Food Security Index. Therefore, strengthening 
the agricultural sector and protecting productive land should be prioritized. This study recommends enhancing rural–
urban linkages through fair and sustainable policies to achieve equitable and locally driven food security. 
 Keywords:  Urban-Rural Linkages, Food Security, Regional Development, Food Security Index, Agricultural Land 
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1. PENDAHULUAN 

Isu ketahanan pangan saat ini menjadi penting mengingat makin meningkatnya tantangan global 
yang berkembang seperti perubahan iklim, populasi, konfilik geopolitik, dan pandemi (Cirone et al., 2023; 
Mitu & Nasher, 2025; Russo et al., 2024). Pengertian dari ketahanan pangan bukan hanya memastikan 
ketersediaan makanan, tetapi harus adanya akses yang adil, keberlanjutan produksi, dan kualitas gizi yang 
memadahi bagi seluruh populasi (Made et al., 2024; Saridewi & Siregar, 2011). Kabupaten Bogor, 
merupakan salah satu daerah yang memiliki peran penyangga kawasan perkotaan Jakarta yang tiap tahun 
mengalami peningkatan jumlah penduduknya. 

Kabupaten Bogor dikenal memiliki karakteristik wilayah yang unik dengan perpaduan antara 
Kawasan pedesaan dan perkotaan yang berkembang pesat. Dari hasil survey lapangan yang dilakukan 
peneliti pada tahun 2024, didapatkan informasi bahwa antara Kabupaten Bogor bagian barat dan bagian 
timur sangat berbeda. Perkembangan kearah perkotaan lebih pesat terjadi pada Bogor bagian barat.  

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, potensi pertanian cukup banyak ditemukan di 
Kabupaten Bogor yang ditandai dengan keberadaan penggunaan lahan pertanian sebesar 31% dari total 
luas wilayah Kabupaten Bogor (Bappedalitbang, 2023). Perkembangan kota yang pesat membawa 
tantangan tersendiri, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi area pemukiman atau industri, yang pada 
akhirnya dapat mempengaruhi ketahanan pangan di wilayah tersebut (Choithani et al., 2024). Kondisi saat 
ini berdasarkan indeks ketahanan pangan dari Badan Ketahan Pangan Nasional (BKPN), Kabupaten Bogor 
memiliki nilai terendah se-Jawa Barat. Trend menunjukkan dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi 
namun cenderung rendah. Dari nilai tersebut, membuat Kabupaten Bogor memiliki peringkat terendah se-
Jawa Barat (Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2022). 

Perhitungan indeks ketahanan pangan memiliki dua jenis perhitungan yaitu pola pangan harapan 
(PPH) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Tujuan PPH yaitu melihat kualitas konsumsi pangan, sehingga 
dalam perhitungan PPH pemenuhan pangan baik jumlah dari dalam daerah itu sendiri dan nilai impor 
dalam memenuhi kebutuhan pangan suatu daerah. Sedangkan perhitungan IKP yaitu dapat memberikan 
gambaran yang lebih menyeluruh terkait kondisi pangan di suatu daerah (Badan Ketahanan Pangan 
Nasional, 2021).  

Ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh tata kelola penggunaan lahan di wilayah perkotaan dan 
pedesaan (Nilsson et al., 2014; Rahmat et al., 2023). Di kawasan perkotaan, adanya tekanan terhadap lahan 
karena kebutuhan akan infrastruktur dan perumahan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian 
produktif, yang pada gilirannya mengancam ketersediaan pangan lokal (Choithani et al., 2024; Utomo et 
al., 2023; Yang et al., 2024). Hal ini diperburuk oleh ketergantungan terhadap pangan impor yang rentan 
terhadap fluktuasi harga global (Zhang et al., 2024b). Di sisi lain, aksesibilitas pangan, khususnya bagi 
kelompok rentan, seringkali terhambat oleh ketimpangan ekonomi serta kesenjangan infrastruktur 
distribusi (Sarma et al., 2025; Shafieisabet & Mirvahedi, 2021). Perencanaan yang tidak memadai dalam 
mengatasi aksesibilitas dan distribusi pangan dapat menyebabkan munculnya kawasan food desert, yaitu 
wilayah yang mengalami keterbatasan akses terhadap pangan segar dan bergizi karena faktor jarak, harga, 
dan distribusi, sehingga berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan dan ketahanan pangan lokal (Rahmat 
et al., 2023). Kompleksitas ini semakin diperparah oleh tantangan global seperti perubahan iklim, 
pertumbuhan populasi, konflik geopolitik, dan dampak jangka panjang pandemi, yang menjadikan 
ketahanan pangan sebagai isu strategis lintas sektor dan lintas wilayah (Dou et al., 2024; Steinführer et al., 
2024). Dalam konteks tersebut, ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga 
harus menjamin akses yang adil, keberlanjutan produksi, dan terpenuhinya kualitas gizi bagi seluruh 
populasi ( Wijayanti & Pratomo, 2019; Saridewi & Siregar, 2011; Sarma et al., 2025). 

Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang bersifat multidimensi baik dari aspek 
produksi, distribusi, maupun akses diperlukan pendekatan lintas wilayah yang mampu menjembatani 
ketimpangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Koordinasi antara wilayah urban dan rural menjadi 
krusial, terutama dalam memperkuat rantai pasok pangan yang berkelanjutan (Morandell et al., 2024; 
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Poudel & Shaw, 2024; Sedovs et al., 2024). Keterkaitan antar desa-kota menjadi faktor penting dalam 
menjaga keseimbangan kebutuhan pangan yang terus meningkat (Shafieisabet & Mirvahedi, 2021; Zhan et 
al., 2023; Zhang et al., 2024a). Hubungan desa kota dalam penelitian ini bukan hanya melihat dari pola 
interaksi peran desa dalam menyuplai bahan baku pertanian saja, namun melihat juga potensi perkotaan 
yang dapat mendukung dari usaha tani di pedesaan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi keterkaitan desa-kota di Kabupaten Bogor 
sebagai strategi dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Penelitian ini berupaya menjelaskan 
bagaimana keterkaitan spasial antara wilayah rural dan urban dapat memengaruhi capaian ketahanan 
pangan daerah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini membangun hubungan antar 
indikator IKP berdasarkan kerangka teori ketahanan pangan dan hubungan wilayah desa-kota. Melalui 
analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan dasar bagi perumusan rekomendasi dan strategi 
peningkatan ketahanan pangan, sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian pangan di Kabupaten 
Bogor melalui optimalisasi potensi wilayahnya sendiri. 

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan penggunaan pendekatan spasial dapat dimanfaatkan 
dalam mendukung ketahanan pangan (Yuliandhari et al., 2016). Adapun penelitian lainnya menekankan 
pentingnya pengembangan infrastruktur distribusi, integrasi sistem logistik, dan penguatan jejaring pasar 
dalam meningkatkan ketahanan pangan kawasan pertanian (Made et al., 2024; Utomo et al., 2023). 
Penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya studi yang secara spesifik menguji hubungan 
indikator IKP dengan keterkaitan desa–kota. Selain itu meskipun luas lahan pertanian di Kabupaten Bogor 
yang tergolong cukup yaitu sebesar 31% dari total luas lahan di Kabupaten Bogor namun daerah ini  
memiliki peringkat nilai IKP terendah di provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menjadikan penelitian ini menarik 
karena memiliki lingkup penelitian di Kabupaten Bogor. 

 
2. DATA DAN METODE 

2.1. Data Penelitian 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator Indeks Ketahan Pangan (IKP) 

dari Badan Ketahan Pangan Nasional (BKPN). Indikator tersebut diantaranya ketersediaan, 
keterjangkauan, dan pemanfaatan. Pada indikator ketersediaan merupakan indikator untuk dimensi 
ketersediaan pangan diukur melalui rata-rata produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar, data konsumsi 
pangan perkapita. Data yang digunakan dalam indikator keterjangkauan pangan meliputi tingkat 
kemiskinan, pengeluaran pangan, dan akses terhadap listrik. Sedangkan indikator pemanfaatan data yang 
digunakan akses terhadap air bersih, rata-rata lama sekolah, keberadaan tenaga kesehatan (klinik dokter), 
angka harapan hidup, dan prevalensi stunting. Data untuk indikator-indikator dalam penelitian ini diperoleh 
melalui telaah dokumen dari berbagai sumber, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Ketahanan Pangan 
Nasional (BKPN), dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 
(Bappedalitbang). Data yang digunakan mencakup periode tahun 2018 hingga 2023. Unit analisis dalam 
penelitian ini adalah kecamatan, dengan total 40 kecamatan yang dijadikan sampel. Seluruh proses 
pengolahan dan analisis data kuantitatif serta analisis spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak 
statistik IBM Statistik 27 dan Sistem Informasi Geografis (GIS) berupa ArcGIS. 

 
2.2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan format deskriptif, dilengkapi dengan analisis 
spasial, yang berlokasi di Kabupaten Bogor dengan fokus pada aspek pertanian guna mendukung 
ketahanan pangan. Analisis spasial yang digunakan dalam penelitian melalui pemetaan tematik pada 
indikator ketahanan pangan. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan pola distribusi spasial ketersediaan 
pangan, tingkat kemiskinan, dan fasilitas pendukung, yang kemudian menjadi dasar dalam memahami 
keterkaitan wilayah desa dan kota. Adapun tujuan penggunaan metode kuantitatif deskriptif dalam 
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penelitian ini adalah untuk menyajikan representasi umum dari data yang telah dikumpulkan, sehingga 
data tersebut dapat dipahami dengan lebih baik (Sevilla-Liu, 2023; Nanda et al., 2019; Zhou et al., 2024). 

Setelah data sekunder dikumpulkan dan dianalisis, dilakukan validasi terhadap data dan hasil analisis 
tersebut melalui wawancara dengan pihak Bappedalitbang Kabupaten Bogor. Wawancara ini berfungsi 
pula sebagai metode pengumpulan data primer terkait potensi pertanian di setiap kecamatan, alur 
kegiatan pertanian per desa, permasalahan atau isu pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, 
serta solusi atau kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Penambahan data-data ini bertujuan 
untuk mendukung dan memperkuat hasil temuan yang didapatkan dari hasil analisis data kuantitatif. 

Alur analisis dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, analisis deskriptif 
diterapkan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi jumlah penduduk, indeks ketahanan 
pangan, dan indikator ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. Pada tahap ini dilakukan pula analisis 
peramalan pada indeks ketahapan pangan Kabupaten Bogor menggunakan metode statistik berbasis 
Exponential Smoothing (ETS). Hal ini bertujuan untuk mengetahui urgensi peningkatan indeks ketahanan 
pangan dikaitkan dengan kondisi eksisting yang ada di lokasi perencanaan. 

Tahap kedua, memiliki tujuan untuk mendapatkan analisis indikator ketahanan pangan di Kabupaten 
Bogor, dilakukan analisis deskriptif lanjutan terhadap data yang tersedia. Analisis ini kemudian dilengkapi 
dengan visualisasi hasil secara spasial guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap 
kondisi ketahanan pangan berdasarkan hasil analisis tersebut.  

Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu analisis keterkaitan ketahanan pangan dengan interaksi desa 
kota di Kabupaten Bogor. Pada tahapan ini menggunakan beberapa metode analisis yaitu analisis 
deskriptif dan hasil divisualisasikan secara spasial, namun dilakukan pula uji statistik korelasi pada indikator-
indikator ketahanan pangan menggunakan software SPSS. Uji korelasi ini menggunakan metode Spearman 
Rank Correlation, yang dipilih karena data yang digunakan tidak selalu berdistribusi normal dan memiliki 
skala ordinal hingga rasio. Berikut ini adalah rumus yang digunakan pada uji Spearman Rank Correlation. 
 

𝜌 = 1 −
6 ∑𝑑𝑖2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 
Dimana 𝜌 merupakan koefisien korelasi peringkat Spearman; di merupakan selisih antara peringkat 
(rangking) dari dua variabel untuk obsevasi ke-I  di – R(Xi) – R(Yi); ∑𝑑𝑖2 merupakan jumlah kuadrat 
selisih peringkat; dan n merupakan jumlah total pasangan data (observasi). 
 
Dengan ketentuan hasil sebagai berikut: 
𝜌 = +1 korelasi positif sempurna 
𝜌 = -1 korelasi negatif sempurna 
𝜌 = 0 tidak ada korelasi 
 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antar indikator 
ketahanan pangan di wilayah studi. Selanjutnya, hasil korelasi tersebut dianalisis dalam konteks kerangka 
teori interaksi desa–kota guna memahami bagaimana dinamika hubungan spasial dan fungsional antar 
wilayah dapat berkontribusi terhadap peningkatan indeks ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Karakteristik Kabupaten Bogor dan Indikator Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bogor memiliki karakteristik yang beragam, dengan wilayah Bogor Barat yang 
cenderung lebih pedesaan dan berfokus pada aktivitas pertanian, sementara Bogor Timur lebih 
urban dan mulai terpengaruh oleh perkembangan perkotaan. Sebagai kabupaten yang 
berbatasan langsung dengan Jakarta, dinamika sosial dan ekonomi di Bogor sering kali 
dipengaruhi oleh kedekatannya dengan Kota Jakarta, terutama dalam isu pergeseran harga 
tanah. Peningkatan nilai tanah akibat urbanisasi dan ekspansi pembangunan di wilayah sekitar 
Jakarta telah mengurangi minat masyarakat untuk bertani, karena banyak lahan pertanian yang 
dialihfungsikan menjadi area perumahan, komersial, atau industri (Bappedalitbang, 2023). Hal ini 
menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan sektor pertanian di kabupaten ini. 

 

 
Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2024 

Gambar 1. Peta Karakteristik Kabupaten Bogor 
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Dalam melihat kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, penelitian ini menggunakan 
perhitungan indeks ketahan pangan dari Badan Ketahanan Pangan Nasional. Indeks Ketahanan Pangan 
(IKP) terdiri dari 9 indikator utama yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar: ketersediaan 
pangan, keterjangkauan, dan aspek pemanfaatan pangan. Ketiga aspek ini saling mendukung untuk 
mencerminkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Berdasarkan tren yang diamati (lihat Tabel 1), 
Kabupaten Bogor menunjukkan kelemahan yang signifikan pada aspek ketersediaan pangan. Penurunan 
ini menunjukkan bahwa produksi pangan di wilayah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 
lokal, sehingga menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan ketahanan pangan secara 
keseluruhan. 

 

Tabel 1. Perkembangan IKP Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kriteria Indikator Varaiabel 

NCPR 2,43 2,39 2,84 2,53 2,87 2,66 Nilai > 1 defisit, < 1 
surplus 

Ketersediaan 
Pangan 

Kemiskinan (%) 8,57 7,14 6,66 7,69 8,13 7,73 Semakin rendah 
semakin baik 

Keterjangkauan 
Pengeluaran Pangan (%) 27,2 35,48 30,35 27,27 25,27 25,63 Semakin rendah 

semakin baik 
Tanpa Listrik (%) 0 0 0 0 0,13 0,05 Semakin rendah 

semakin baik 
Tanpa Air Bersih (%) 48,48 36,61 39,88 33,39 25,75 31,34 Semakin rendah 

semakin baik 

Pemanfaatan 

Lama Sekolah 
Perempuan (tahun) 

7,57 7,94 8,49 8,12 8,48 8,21 Semakin tinggi 
semakin baik 

Rasio Tenaga Kesehatan 0,56 0,53 0,68 0,39 0,29 0,4 Semakin rendah 
semakin baik 

Angka Harapan Hidup 
(tahun) 

70,7 70,86 71,01 71,17 71,36 71,65 Semakin tinggi 
semakin baik 

Stunting (%) 28,5 32,86 34,96 0 28,6 18,7 Semakin rendah 
semakin baik 

IKP  67,56 69,11 66,64 68,9 68,61 70,57   

  
Peringkat IKP di Seluruh 
Indonesia 291 291 317 300 297 292 

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2024 

 

 
Gambar 2. Hasil Peramalan Nilai IKP Kabupaten Bogor 
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Gambar 2 merupakan hasil analisis peramalan pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten 
Bogor pada tahun 2018–2030 dengan menggunakan model analisis statistik berbasis Exponential 
Smoothing (ETS). Dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa nilai IKP mengalami fluktuasi. Meskipun terlihat 
ada kemungkinan peningkatan di tahun 2030 namun peningkatan cenderung kurang optimal. Tren ini 
menunjukkan adanya dinamika dalam faktor-faktor ketahanan pangan di wilayah tersebut, yang 
dipengaruhi oleh perubahan dalam indikator-indikator penyusunnya. 

Berdasarkan Tabel 1, salah satu indikator dalam IKP adalah Net Consumption Production Ratio 
(NCPR), yang mencerminkan keseimbangan antara produksi dan konsumsi pangan. Pada tahun 2023, nilai 
NCPR Kabupaten Bogor tercatat sebesar 2,66, yang berarti wilayah ini masih mengalami surplus produksi 
pangan. Namun, nilai tersebut cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020, ketika NCPR 
berada di angka 2,84. Penurunan ini dapat menjadi indikasi bahwa kapasitas produksi pangan daerah 
belum cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, terutama dengan bertambahnya 
populasi. 

Berkebalikan dengan aspek kemanfaatan, pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan trend yang 
terlihat cukup baik (lihat Tabel 1). Aspek keterjangkauan menunjukkan perbaikan signifikan dalam hal 
persentase pengeluaran pangan yang menurun dari 35,48% pada 2019 menjadi 25,63% pada 2023, 
mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat terhadap pangan. Sementara itu, pada aspek 
pemanfaatan, terjadi penurunan persentase penduduk tanpa air bersih dari 48,48% pada 2018 menjadi 
31,34% pada 2023, peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan dari 7,57 menjadi 8,24 tahun, serta 
perbaikan rasio tenaga kesehatan dan angka harapan hidup yang meningkat menjadi 71,65 tahun. Selain 
itu, angka stunting juga menunjukkan tren menurun yang signifikan dari 28,5% menjadi 18,7%.  

Kondisi Kabupaten Bogor memiliki karakteristik wilayah yang unik, namun sektor pertaniannya 
menghadapi tantangan berupa konversi lahan yang signifikan. Tercatat bahwa 31% lahan masih digunakan 
untuk pertanian, namun tekanan urbanisasi terus meningkat terutama di wilayah barat (Bappedalitbang, 
2023). Pertanian mulai dipandang sebagai sektor yang kurang menguntungkan, terutama dengan adanya 
kenaikan harga tanah akibat urbanisasi dan ekspansi wilayah dari Jakarta. Hal ini membuat banyak 
masyarakat enggan mempertahankan lahan mereka untuk pertanian, karena nilai lahan yang digunakan 
untuk aktivitas non-pertanian dianggap lebih tinggi. Pergeseran ini menyebabkan semakin sedikitnya lahan 
yang dimanfaatkan untuk kegiatan agrikultur, sehingga memengaruhi produksi pangan lokal dan 
ketahanan pangan daerah. 

Konsep Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menekankan bahwa segala kebutuhan, termasuk kebutuhan 
pangan, harus dipenuhi dari dalam wilayah itu sendiri, tanpa mengandalkan ketercukupan pangan 
berdasarkan nilai ekspor. Pendekatan ini menuntut setiap daerah untuk memastikan kemandirian 
pangannya dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Namun, strategi peningkatan yang saat 
ini dilakukan oleh pemerintah lebih banyak diarahkan pada sektor-sektor di luar ketersediaan pangan, 
seperti keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, untuk memperkuat ketahanan pangan secara 
menyeluruh. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang 
memengaruhi stabilitas pangan di wilayah tersebut. 
 
3.2. Analisis ketersediaan pangan di Kabupaten Bogor 

Analisis ketersediaan pangan menggunakan data rata-rata produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi 
jalar dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Bogor. Data tersebut kemudian dianalisis sehingga menghasilkan 
nilai rata-rata produksi perkapita. Hasil analisis menjelaskan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, yang 
terdiri atas 31 berstatus desa dan 9 berstatus kota, hanya 6 kecamatan yang menunjukkan surplus dalam 
analisis pemenuhan pangan per kapita, dan seluruhnya berstatus desa. Kecamatan tersebut diantaranya 
Sukajaya, Tenjolayan, Sukamakmur, Jonggol, Caris, Tanjungsari untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Gambar 3. Jika ditinjau berdasarkan angka pemenuhan pangan menurut standar FAO (Badan Ketahanan 
Pangan Nasional, 2022), nilai surplus di kelurahan-kelurahan tersebut tidak semuanya tinggi atau 
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mendekati angka ideal 200 kg/kapita/tahun. Temuan ini mencerminkan bahwa surplus yang terjadi bersifat 
relatif dan tidak mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang solid dan berkelanjutan. 

 

 
Gambar 3. Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bogor 

 
Berdasarkan hasil analisis ketersediaan pangan, mengindikasikan lemahnya kapasitas produksi 

pangan lokal di Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Ketimpangan pemenuhan pangan antar wilayah 
serta ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah menunjukkan bahwa struktur 
ketahanan pangan di kabupaten ini masih rapuh. Dalam konteks teori ketahanan pangan, kondisi ini 
merupakan kegagalan pada dimensi ketersediaan (availability), yaitu kemampuan suatu wilayah untuk 
memproduksi atau menyediakan pangan dari sumber lokal yang stabil dan berkelanjutan. Ketersediaan 
pangan yang terbatas dan tidak merata ini memperlebar risiko kerentanan terhadap gangguan pasokan, 
fluktuasi harga, serta dinamika eksternal seperti krisis pangan global atau perubahan iklim. 

Jika dikaitkan dalam teori interaksi desa kota, situasi ini memperjelas adanya disfungsi dalam relasi 
spasial antara kawasan desa dan kota, di mana desa tidak lagi secara optimal menjalankan fungsi produktif 
sebagai penyedia pangan. Dalam kerangka teori interaksi desa-kota, seharusnya desa berperan sebagai 
wilayah produksi (sumber pangan), sementara kota sebagai pusat konsumsi dan distribusi dengan 
dukungan infrastruktur serta akses pasar. Namun ketika desa kehilangan daya dukungnya akibat alih fungsi 
lahan, degradasi produktivitas, atau minimnya insentif bagi petani, maka fungsi ini terganggu dan terjadi 
dislokasi rantai pasok pangan. 
 
3.3. Analisis keterjangkauan pangan di Kabupaten Bogor 

Keterjangkauan pangan di Kabupaten Bogor dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu 
tingkat kemiskinan, pengeluaran pangan, dan akses terhadap listrik. Pada tingkat kecamatan, indikator ini 
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memberikan gambaran tentang kapasitas suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Analisis 
keterjangkauan pangan di Kabupaten Bogor menunjukkan pentingnya mengaitkan indikator-indikator 
seperti tingkat kemiskinan, pengeluaran pangan, dan akses listrik dengan konsep ketahanan pangan serta 
teori interaksi desa-kota. Ketahanan pangan mencakup tidak hanya ketersediaan pangan, tetapi juga 
keterjangkauan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang 
tinggi umumnya memiliki daya beli rendah, sehingga akses terhadap pangan bergizi menjadi terbatas. 
Pengeluaran pangan yang rendah juga dapat menunjukkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan 
gizi, terutama jika tidak sebanding dengan tingkat pendapatan. Selain itu, akses terhadap listrik 
memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam menyimpan dan mengolah makanan secara efisien, yang 
secara tidak langsung berdampak pada ketahanan pangan masyarakat. 

 

 
Gambar 4. Keterjangkauan Pangan di Kabupaten Bogor 

 
Dilihat dari Gambar 4 Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang relatif baik, di mana sebagian 

besar wilayahnya tidak mengalami peningkatan signifikan dalam indikator keterjangkauan. Namun, 
terdapat sejumlah kecamatan yang berstatus pedesaan seperti Sukajaya, Nanggung, dan Cijeruk yang 
memiliki keterjangkauan rendah (warna biru). Kondisi ini menunjukkan bahwa kedekatan geografis 
terhadap wilayah produksi pangan tidak selalu berbanding lurus dengan keterjangkauan ekonominya, 
terutama bila tidak didukung oleh infrastruktur, konektivitas wilayah, serta kapasitas ekonomi masyarakat. 
Sementara itu, wilayah urban yang berada di bagian utara dan berbatasan langsung dengan kawasan 
metropolitan seperti Jakarta dan Depok justru menunjukkan keterjangkauan yang relatif tinggi, yang dapat 
dikaitkan dengan keberadaan infrastruktur logistik yang lebih baik serta daya beli masyarakat yang lebih 
tinggi. Dalam kerangka teori interaksi desa-kota, fenomena ini menegaskan adanya ketimpangan spasial 
dalam akses pangan, yang dapat disebabkan oleh lemahnya integrasi antara wilayah produksi dan 
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konsumsi. Oleh karena itu, perumusan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor perlu 
mempertimbangkan strategi pembangunan yang berbasis keterpaduan desa-kota, melalui penguatan 
infrastruktur, distribusi pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal secara lebih merata. 

 
3.4. Analisis pemanfaatan pangan 

Pada pemanfaatan pangan berbagai indikator yang digunakan, seperti akses terhadap air bersih, 
rata-rata lama sekolah, keberadaan tenaga kesehatan (klinik dokter), angka harapan hidup, dan prevalensi 
stunting, menjadi aspek penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada 
tingkat kecamatan, ketersediaan fasilitas pendukung menjadi faktor kunci yang dapat diukur, termasuk 
akses air bersih, fasilitas pendidikan tingkat SMA, klinik dokter, klinik bersalin, dan posyandu. Indikator 
tersebut memberikan gambaran nyata mengenai kondisi infrastruktur dasar di setiap wilayah, sekaligus 
menjadi dasar untuk merumuskan Kebijakan yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap 
kesejahteraan masyarakat secara merata. 

Indikator seperti akses terhadap air bersih, rata-rata lama sekolah, keberadaan tenaga kesehatan 
(klinik dokter), angka harapan hidup, dan prevalensi stunting dapat mempengaruhi ketahanan pangan 
karena aspek-aspek tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi 
pangan secara optimal. Pemanfaatan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan dan 
keterjangkauannya, tetapi juga pada kondisi kesehatan dan pengetahuan masyarakat dalam memilih serta 
mengolah makanan bergizi. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas-fasilitas dasar tersebut mencerminkan 
kemampuan wilayah dalam mendukung pemanfaatan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan, 
sehingga relevan untuk dijadikan bagian dari pengukuran ketahanan pangan di tingkat kecamatan. 

 

 
Gambar 5. Ketersediaan Dokter, Ibu dan Anak, Air, dan Sekolah di Kabupaten Bogor 
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Pada Gambar 5, analisis dilakukan terhadap data fasilitas di setiap kecamatan dengan 
membandingkan jumlah fasilitas yang tersedia dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. 
Kesesuaian antara jumlah fasilitas dan kebutuhan penduduk dianalisis berdasarkan standar yang 
ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk 
mengklasifikasikan kecamatan ke dalam dua kategori, yaitu kecamatan dengan ketersediaan fasilitas yang 
memadai dan tidak memadai. Berdasarkan visualisasi tersebut terlihat bahwa sebagian besar wilayah 
perdesaan (hijau) memiliki ketersediaan infrastruktur yang belum merata, terutama dalam aspek air bersih 
dan layanan kesehatan. Sementara itu, wilayah perkotaan (merah), meskipun lebih padat penduduk, 
cenderung memiliki kelengkapan fasilitas yang lebih baik. Namun demikian, perbedaan kondisi ini perlu 
diperhatikan guna meningkatkan indeks ketahan pangan di Kabupaten Bogor. 

Adanya perbedaan kelengkapan fasilitas antara desa dan kota dalam mendukung ketahanan pangan, 
dapat diatasi dengan penerapan teori interaksi desa kota. Dalam kerangka teori ini, pemanfaatan pangan 
seharusnya menjadi hasil dari sistem yang saling menopang: desa berperan sebagai penyedia sumber daya 
alam dan pangan, sedangkan kota menyediakan layanan dan fasilitas pendukung seperti pendidikan, 
kesehatan, dan infrastruktur. Namun cara ini merupakan solusi jangka pendek yang dapat diambil dalam 
meningkatkan indeks ketahanan pangan.  

Solusi jangka panjang, perlu adanya pemerataan fasilitas antara desa dan kota. Hal ini penting karena 
ketergantungan yang terlalu besar pada kota dapat menciptakan hambatan akses, terutama bagi 
masyarakat desa yang memiliki keterbatasan mobilitas atau ekonomi. Ketika desa tidak memiliki 
infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, atau literasi gizi, maka potensi interaksi 
tersebut menjadi kurang efektif dan berisiko menurunkan kualitas SDM. Oleh karena itu, kesenjangan 
fasilitas perlu diatasi tidak hanya dengan memanfaatkan interaksi desa-kota, tetapi juga dengan 
memastikan bahwa desa memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung ketahanan pangan secara 
mandiri dan berkelanjutan. Interaksi desa-kota justru membuka peluang besar untuk mendorong 
pemerataan. Hal ini dikarenakan, adanya interaksi desa kota dapat mempercepat proses pemerataan 
fasilitas dan pembangunan jika difasilitasi dengan kebijakan yang adil. 

 
3.5. Hubungan desa kota dalam meningkatkan indeks ketahanan pangan 

Dalam meningkatkan nilai Indeks Kesejahteraan Penduduk (IKP), tiga indikator utama perlu 
diperhatikan, yaitu ketersediaan, yang mencakup jumlah produksi per kapita; keterjangkauan, yang 
berkaitan dengan tingkat kemiskinan di masyarakat; serta kebermanfaatan, yang mengacu pada 
pembangunan infrastruktur yang memadai. Ketiga faktor ini seharusnya saling terkait dan memberikan 
kontribusi signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. 

 Guna memahami lebih dalam hubungan indikator tersebut maka dalam penelitian ini 
menggunakan uji korelasi spearman. Hal ini dikarenakan beberapa data pada indikator terdistribusi tidak 
normal. Hasil uji korelasi spearman dapat dilihat pada Tabel 2. Uji korelasi ini dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui apakah peningkatan atau penurunan pada satu indikator berkaitan dengan peningkatan atau 
penurunan pada indikator lainnya. 
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Tabel 2. Hasil Uji Korelasi Spearman 

 
Ketersediaan

_pangan 
Keterjangkuan

_miskin 
Pemanfaatan_fa

silitas 

Spearman's rho Ketersediaan_pangan Correlation Coefficient 1.000 .256 -.169 

Sig. (2-tailed) . .110 .297 

N 40 40 40 

Keterjangkuan_miskin Correlation Coefficient .256 1.000 .447** 

Sig. (2-tailed) .110 . .004 

N 40 40 40 

Pemanfaatan_fasilitas Correlation Coefficient -.169 .447** 1.000 

Sig. (2-tailed) .297 .004 . 

N 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
Tabel 3. Interpretasi Hasil Uji Korelasi Spearman 

No Indikator 
Korelasi 

Spearman 
Signifikansi Interpretasi 

1 Ketersediaan Pangan 
dan Keterjangkauan 
Miskin 

0.256 (positif 
lemah) 

0.11 (tidak 
signifikan) 

Tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat ketersediaan 
pangan dengan keterjangkauan oleh 
masyarakat miskin. Artinya, meskipun 
pangan tersedia, belum tentu 
kelompok miskin mampu 
mengaksesnya. 

2 Ketersediaan Pangan 
dan Pemanfaatan 
Fasilitas 

-0.169 (negatif 
sangat lemah) 

0.297 (tidak 
signifikan) 

Tidak ada hubungan yang signifikan 
antara ketersediaan pangan dan 
pemanfaatan fasilitas. Hal ini bisa 
menunjukkan bahwa fasilitas yang 
tersedia belum tentu mendukung 
ketersediaan pangan secara langsung. 

3 Keterjangkauan Miskin 
dan Pemanfaatan 
Fasilitas 

0.447 (positif 
sedang) 

0.004 
(signifikan) 

Terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara keterjangkauan 
masyarakat miskin dan pemanfaatan 
fasilitas. Semakin mudah fasilitas 
diakses oleh kelompok miskin, maka 
semakin tinggi tingkat 
pemanfaatannya. 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa ketersediaan pangan saja tidak cukup untuk menjamin 
ketahanan pangan. Diperlukan dukungan dari indikator lainnya. Misalnya, terdapat hubungan 
yang signifikan antara indikator keterjangkauan dengan indikator pemanfaatan. Hal ini berarti 
tanpa adanya kemampuan masyarakat untuk menjangkau fasilitas pendukung (termasuk akses 
finansial yang tercermin dari tingkat kemiskinan), upaya peningkatan ketersediaan pangan 
mungkin tidak akan berdampak maksimal. 
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Secara tradisional, desa adalah pusat produksi pangan, sementara kota berperan sebagai 
pusat konsumsi dan distribusi (Zhang et al., 2024a). Teori keterkaitan desa-kota menekankan 
bahwa hubungan yang saling menguntungkan antara kedua wilayah ini sangat penting untuk 
menjamin aliran pangan yang lancar dari produsen ke konsumen (Sedovs et al., 2024). Implikasi 
dari hasil korelasi terhadap dinamika desa-kota di Kabupaten Bogor terlihat jelas bahwa: 

 Ketersediaan Pangan dan Keterjangkauan: Korelasi lemah antara ketersediaan pangan dan 
keterjangkauan mengindikasikan adanya kendala dalam rantai pasok dan distribusi yang melibatkan 
interaksi desa-kota. Dengan kata lain meskipun lumbung-lumbung pangan mungkin penuh, jumlah 
penduduk miskin bisa saja tetap tinggi atau bahkan meningkat. Hal ini perlu diperhatikan Kembali 
jika penurunan jumlah penduduk miskin tidak serta merta dapat meningkatkan ketersediaan pangan, 
hal ini berarti indeks ketahanan pangan tidak hanya didapat dengan penurunan tingkat kemiskinan 
saja. Diperlukan usaha pula dalam peningkatan jumlah ketersediaan pangannya. Desa sebagai 
pemasok ketersedian pangan (bahan baku) memainkan peran penting dalam sistem ini. Namun, 
peran vital desa ini seringkali terhambat oleh berbagai kendala seperti urbanisasi yang terjadi secara 
massif akibat efek perkembangan Kawasan Jabodetabek membuat banyak masyarakat pemilik lahan 
pertanian yang mengkonversi lahan mereka untuk menjadi fungsi terbangun. Hal ini menunjukkan 
bahwa masalah ketersediaan dan keterjangkauan pangan adalah cerminan langsung dari kesehatan 
ekosistem hubungan desa-kota secara keseluruhan, di mana setiap elemen saling mempengaruhi 
satu sama lain dalam sistem yang kompleks dan membutuhkan pendekatan holistik. 

 Keterjangkauan dan Pemanfaatan: Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan positif dan 
signifikan antara tingkat kemiskinan dan jumlah fasilitas yang tersedia. Hal ini mengindikasikan 
bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi justru cenderung memiliki lebih banyak 
fasilitas yang dimanfaatkan, yang dapat mencerminkan adanya intervensi atau alokasi sumber daya 
untuk mendukung kelompok rentan. Dalam konteks teori hubungan desa-kota, fenomena ini dapat 
dijelaskan melalui konsep interdependensi, di mana kota sebagai pusat administrasi dan ekonomi 
memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa, 
terutama yang berada dalam wilayah pinggiran atau peri-urban. Dukungan fasilitas ini menjadi krusial 
dalam membangun ketahanan pangan, karena memungkinkan akses yang lebih luas terhadap 
sumber pangan, layanan penyimpanan, transportasi, dan informasi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan. 

Data rekap analisis ketersediaan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Bogor pada Gambar 
6 dan Tabel 4 semakin memperkuat argumen ini. 
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Gambar 6. Hubungan Desa Kota di Kabupaten Bogor 

 
Tabel 4. Rekap Analisis Ketersediaan Pangan dan Pemanfaatan Pangan di Kabupaten Bogor 

No Status Jumlah 

Ketersediaan pangan Ketersediaan pemanfaatan 

Jumlah 
Terpenuhi 

Persentase 
Jumlah 

Terpenuhi 
Persentase 

1 Desa 31 6 Kelurahan 19% 8 Kelurahan 26% 

2 Kota 9 0 Kelurahan 0% 4 Kelurahan 44% 

 
Tabel 4 terlihat bahwa kebutuhan utama di kota terletak pada pemenuhan akses ketersediaan, 

seperti produksi dan distribusi barang dan jasa. Sebaliknya, di desa, akses terhadap kebermanfaatan, 
terutama infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari, menjadi kebutuhan yang lebih mendesak. 
Kondisi ini seharusnya menciptakan interaksi timbal balik antara desa dan kota yang saling mendukung. 
Namun, penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan: tidak semua daerah perkotaan telah memenuhi 
aspek pemanfaatan infrastruktur, dan banyak daerah pedesaan masih menghadapi tantangan dalam 
memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan per kapita. 

Secara komprehensif, permasalahan utama Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bogor 
tampaknya berpusat pada ketersediaan pangan, yang bahkan trennya terus mengalami penurunan. Oleh 
karena itu, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan IKP, penguatan pada aspek ketersediaan pangan 
harus menjadi prioritas utama. Setelah ketersediaan pangan terpenuhi, pemerataan dan peningkatan IKP 
dapat dilakukan secara lebih efektif melalui penerapan interaksi desa-kota yang terintegrasi, yang 
memperkuat konektivitas antara wilayah produksi dan konsumsi/fasilitas. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah yang berstatus sebagai kota telah memenuhi 
aspek pemanfaatan, khususnya dalam hal infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 
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Begitu pula, di daerah perdesaan, masih terdapat tantangan dalam memenuhi kebutuhan ketersediaan, 
seperti kecukupan pangan per kapita. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan yang perlu diatasi 
untuk mencapai pemerataan pembangunan. Ketimpangan desa dan kota ini juga telah dibahas pada 
beberapa penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dalam 
mengatasi ketimpangan desa dan kota. Pemerataan pembangunan ini bukan hanya terkait pembangunan 
fisik insfrastruktur namun juga terkait pembangunan sosial ekonomi masyarakatnya (Cirone et al., 2023; 
Russo et al., 2024; Yang et al., 2024) 

Jika dilihat secara komperhensif, permasalahan indeks IKP ini ada pada ketersediaan pangannya, 
bahkan trend yang ada terus mengalami penurunan. Jika tujuannya untuk meningkatkan IKP maka akan 
lebih baik jika penguatan pada aspek ketersediaan pangan harus menjadi prioritas utama. Setelah 
ketersediaan pangan terpenuhi, pemerataan dan peningkatan IKP dapat dilakukan secara lebih efektif 
melalui penerapan interaksi desa-kota yang terintegrasi, yang memperkuat konektivitas antara wilayah 
produksi dan konsumsi atau fasilitas. 

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini, salah satu bentuk kebijakan 
yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan IKP adalah dengan berupaya lebih pada peningkatan angka 
indikator pemanfaatan dan keterjangkauan. Hal ini dikarenakan masalah utama dalam peningkatan 
indikator ketersediaan ada pada prilaku masyarakat pemilik lahan pertanian untuk merubah fungsi lahan 
mereka menjadi terbangun. Namun, jika dilihat dari hasil penelitian ini bahwa cara ini tidak akan terlalu 
efektif dalam meningkatkan IKP di Kabupaten Bogor. Solusi yang diberikan melalui pendekatan yang hanya 
berfokus pada aspek pemanfaatan dan keterjangkauan tanpa mengatasi akar persoalan di sektor produksi 
berpotensi memperlemah ketahanan pangan secara struktural. 

Dalam konteks hubungan desa-kota, ketahanan pangan yang kuat justru sangat bergantung pada 
interaksi timbal balik yang ideal antara wilayah produksi dan konsumsi. Desa memegang peran strategis 
sebagai pemasok bahan pangan, sementara kota berfungsi sebagai penyedia fasilitas dan infrastruktur 
pendukung. Namun, ketika desa kehilangan kemampuan memproduksi pangan akibat alih fungsi lahan 
yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap pasokan dari luar meningkat dan menjadikan ketahanan 
pangan daerah rentan. Oleh karena itu, strategi kebijakan ke depan perlu menekankan pada perlindungan 
dan revitalisasi lahan pertanian, pemberian insentif bagi petani, serta penyediaan infrastruktur dan 
teknologi pertanian modern. Upaya tersebut harus dibarengi dengan optimalisasi indikator pemanfaatan 
dan keterjangkauan agar terbentuk sistem pangan desa-kota yang saling menopang dan berkelanjutan. 

Dengan demikian, hubungan antara desa dan kota dapat terwujud jika ada interaksi timbal balik yang 
saling mendukung. Berdasarkan analisis kondisi dan data yang tersedia, penerapan teori desa-kota di 
Kabupaten Bogor masih memungkinkan, namun dengan beberapa batasan yaitu tidak semua desa dan 
kota di Kabupaten Bogor terkoneksi secara optimal, konektivitas total dapat menyebabkan 
ketidakseimbangan suplai dan permintaan, interaksi yang tidak maksimal akan memperlambat 
peningkatan IKP khususnya dalam pemenuhan ketersediaan pangan, Interaksi (timbal balik) desa kota 
yang terjadi saat ini hanya pada penyediaan fasilitas saja. Terakhir, pada wilayah perkotaan sama sekali 
tidak terpenuhi aspek ketersediaan pangannya, sehingga sangat bergantung pada suplai dari luar (desa). 

 
4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, penerapan teori keterkaitan desa–kota di Kabupaten Bogor berpotensi 
untuk dilakukan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Interaksi timbal balik antara desa dan 
kota yang menjadi dasar teori tersebut belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan konektivitas 
antarwilayah serta ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan, khususnya dalam hal ketersediaan 
dan pemanfaatan pangan. Sebagian besar desa masih mengalami defisit produksi tanaman pangan dan 
belum mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri, sementara kawasan perkotaan sangat 
bergantung pada pasokan pangan dari desa, meskipun kota memiliki keunggulan dalam penyediaan 
fasilitas. Interaksi yang saat ini terjadi lebih banyak pada aspek fasilitas daripada pada distribusi pangan, 
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sehingga belum berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Oleh karena 
itu, penguatan sektor pertanian melalui skema yang tepat dan perlindungan lahan produktif perlu menjadi 
prioritas. Dengan dukungan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, hubungan desa–kota dapat 
dioptimalkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan ketahanan pangan antarwilayah di 
Kabupaten Bogor. 
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